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ABSTRAK :  -  Bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penyertaan modal kepada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah. 

 Bahwa untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah 

Provinsi Bali perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Bali. 
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- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  

Badan Usaha Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:  

1.  Ketentuan Umum;  

2.  Besaran Penambahan Penyertaan Modal;  

3.  Hak dan Kewajiban; 

4.  Hasil Usaha; 

5.  Pengawasan; 

6.  Ketentuan Penutup. 
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